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DPR Setujui
RUU TPKS Jadi
Undang-Undang

Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan
Sceksual selesai dibahas di DPR. RUU itu mengatur

sembilan jen

JAKARTA, KOMPAS — DPR. Rabu
(6,/4,/2022), menyetuj Ran-
cangan Undang-Undang Tin-
dak Pidana Kekerasan Seksual
untuk  ditetapkan  sebagai
ndang-Undang Tindak Pida-
na Kekerasan Seksual. Selain
t materi penting dan
. rancangan un-
dang-undang itu juga mer
terobosan pembart

dalam menjawab pe
kerasan seksual di T

Demikian has

Has Rancangan
Undang-Undang Tindak Pida-
na Kekerasan Seksual (RUU
TPKS). yang dipimpin Ketua
Badan Legislasi DPR Suprat-

Partai Ke-
adilan Sejahtera. delapan frak-
si di DPR setuju proses RUU
TPKS dilanjutkan dalam Si-
dang Paripurna Untuk Pem-
bicaraan Tingkat 1I. Jika ber-
jalan lancar, RUU TPKS di-
perkirakan alan disahkan
menjadi UU TPKS pada pecr-
tengahan April 2022

Delapan fraksi yvang menye-
tujui RUU TPKS adalah Partai
Demokrasi Indonesia Perju-
angan. Partai Golkar. Partai
Gerindra. Partai Nasdem, Par-
tai Kebangkitan Bangsa. Partai
Demokrat, Partai Amanat Na-
sional, dan Partai Persatuan
Pembangunan.

“Segera mungkin diagend.
kan pada sidang paripurna ter-
dekat.” kata Supratman setelah
mendapat persetujuan jawab-
an anggota Baleg DPR pada
sidang pleno. Sidang ita di-
tim pemerintah  yang
i dari Menteri Pember
dayaan Perempuan dan Per-
lindungan Anak I Gusti Ayu
Bintang Darmawati, Wakil
i Hukum dan Hak Asasi
a Eddy OS Hiariej, dan
V Kantor Staf Presiden
P rirn(xlh.)v. rardani
n 12 kemen-

Depu
Jaleswari
serta  perwa
terian,/lembaga.

Ketua Panit
TPKS Willy
takan, pem

Kerja RUU
itya menya-
an RUU
contoh ba-
gaimana sebuah undang-un-
dang diperjuangkan lewat ko-
laborasi serta kemauan politik
dari pemerintah. DPR. dan

melibatkan masy i

“Kami menyusun me-
ngedepankan s dialog
karena saya yakin republik ini
berdiri modalitasnya  dialog.
Berbeda ideologi, keyakinan,
latar belakang. dan spektrum
politik bisa bersepakat di
wah Merah Putih dan Pan-

Fraksi fr'lk_sl di DPR dalam
pandangan mini menyampai-
kan _dukungan penuh o pada
RULT TPKS dan berharap RULT
itu melindungi para korban jika
nantinya-jadi vndang-undang.

Fraksi PDI-P, misalng
mengapresia:
rena memberi pembaruan hu-
kum terkait hak korban, bah-
kan mengakomodasi kekeras-
an seksual berbasis clektronik
vang belum tercantum di UU
Informasidan Transaksi Elek-
tronik. "Fraksi PDI-P meng-
apresiasi  RULU TPKS yang
memberi perhatian pada pen-
deritaan korban dalam bentuk
restitusi.” kata My Esti Wi-
jayati. anggota DPR dari Fra

si PDI-P.

Adapun Fraksi PKS meno-
lak RUU TPKS disahkan men-
jadi undang-undang dan
lanjutkan ke tahap berikut
belum pengesahan Rancangan
Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (RKUHP). Opsi lai
pembahasan RUU TPKS ber
ama dengan RKUHP melal
nkronisasi  dengan  seluruh
tindak pidana kesusilaan.

Pembelajaran bersama
Bintang yang menyampai-
kan pendapat mini Presiden
atas RUU TPKS menyatakan.,
perjalanan RUU TPKS mem-
beri pelajaran bagi se
hak yang berkontribu
ba, penyempurnaan naskah
UlU TPKS
Regulasi itu nantinya me-
rupakan wujud nyata keh
diran negara mencegah se-
bentuk kekerasan seksual se
ta menangani, melindungi,
dan memulihkan korban. Re-
gulasi itu juga sebagai payung
penegakan hukum, rehabili
tasi pelaku, mewujudkan ling-
kungan tanpa kekerasan sek-

tindak pidana kekerasan scksual.

sual, dan agar kekerasan sek-

sual tak berulang.
"Sesungguhnya un-
dang-undang ini milik kita

bersama. susun
DPR. pemerintah, dan ma:
rakat sipil agar seluruh v
Indonesis
undang-undang ini
rapkan.” kata Bintang.

Apr
juza
rempuan dan masyarakat sipil
yvang mengawal pembahasan
RUL TPKS. "Kami berterima
kasih kepada DPR dan pe-
merintah karena sebagian be-
Sar aspirasi masyarakat sipil
diakamodasi.,” ucap Ratna Ba-
tara Muntidari Jaringan Pem-
bela Hak Perempuan Korban
Kekerasan Seksual.

Dari pembahasan di tingkat
Panitia Kerja RUU TPKS di-
sepakati bahwa cakupan TPKS
ada sembilan jenis, yakni pe-
lecehan seksual nonfisik. pe-
lecehan seksual fisik., pemalk-
saan kontrasepsi. pemaksaan
sterilisasi. pemaksaan perka-
winan. penyiksaan seksual. ek-
sploitasi seksual, perbudakan
seksual. dan kekerasan seksual
berbasis elektronilk.

Selain itu. dalam RUU ini
juga dinyvatakan beberapa tin-
dak pidana lain sebagai TPKS
vang diatur dalam aturan per-
undnl\g undangan lain. RUU
juga mengatur perluasan
akupan pelaku dan kondisi
korban sebagai alasan pem-
beratan ancaman pidana de-
ngan ditambah sepertiga dari
ancaman pn.tand pokok.

Begitu jugza titus atau
panti rug 1g sebelumnya
sebagai pidana tambal i
tempatkan sebagai bagian pi-
dana pokok. Jika pelaku tidak
mampu membayar ganti nlgh
negara memberi kompen
pengaturan  dana  bant
korban.

RUL TPKS juga mengatu
perkara TPKS tak bisa dis
lesaikan di luar pros
. ke pelaku meru-
anak. Korban menda-
pat hak penanganan, pe-
lindungan, dan pemulihan se-
jak terjadi TPKS. Hukum aca-
ra TPKS diatur komprehensif
dengan menghormati hak
asasi manusia. (SON)
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